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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Apri Dulianto Bin Sahmim, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Supir, tempat kediaman di Dusun Wayhui
RT.002 RW.009 Kelurahan Wiyono Kecamatan
Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, sebagai

Pemohon;

melawan

Sinta Sari Binti Helmi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan lbu Rumah Tangga, tempat kediaman di
Dusun Kurungan Nyawa RT.003 RW.004 Kelurahan
Kejadian Kecamatan Negeri Sakti Kabupaten

Pesawaran, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07
September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong
Tataan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
562/Pdt.G/2021/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagaimana tercantum

dalam surat Permohonan Pemohon;
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Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dengan nasihat tidak berhasil untuk
mengurungkan niat Pemohon tetap mengajukan permohonannya dan mediasi
tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya dengan
alasan ingin memperbaiki surat Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan
menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan
Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah
permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan a quo
harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi
tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja
meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon; (vide Pasal 66

ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut
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tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 129
Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan,
Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong
Tataan, sedang ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut namun ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan
yang sah, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab Mu'inul
Hukam halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim,
menyatakan: "Barang siapa dipanggil oleh hakim muslim (untuk datang di
Pengadilan Agama) sedang ia tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan
gugurlah haknya.” Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini
dengan penunjukan Pemohon atas alamat tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan
Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis
Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima dan memeriksa
perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut
perkara ini dilakukan sebelum Termohon memberi jawaban, maka permohonan
pencabutan tersebut tidak perlu memerlukan persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Permohonan tersebut Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan Permohonan tersebut dapat
dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, oleh karena
itu permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan
dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya
perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,
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maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besar nya seperti
tercantum dalam dictum amar penetapan ini;
Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan perkara  Nomor

562/Pdt.G/2021/PA.Gdt dari Pemohon;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 520.

000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriah oleh Widya Alia, S.H.I
sebagai Ketua Majelis, Muhamad Faudzan, S.Sy dan Nusra Dwi Purnama,
S.H.l,, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosmiati, S.H, M.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Muhamad Faudzan, S.Sy Widya Alia, S.H.I

Nusra Dwi Purnama, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Rosmiati, S.H, M.H.
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Perincian biaya :

- Pendaftaran: Rp30.000,00

- Proses/ATK Perkara: Rp50.000,00
- Panggilan: Rp400.000,00

- PNBP Panggilan: Rp20.000,00

- Redaksi: Rp10.000,00

- Meterai: Rp10.000,00

Jumlah : Rp520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)
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